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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Indonesia saat ini mempunyai jumlah pulau sekitar 17.000 buah dan panjang pantai sekitar 81.000 km.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah

Canada. Bagi indonesia, sumberdaya kawasan perkotaan pantai sangat penting karena terdapat 140 juta

penduduk atau 60% penduduk indonesia tinggal di wilayah ini dengan lebar 50 km dari garis pantai. Sampai

tahun 2000, terdapat 42 kota besar dan 181 kabupaten berada di wilayah pantai yang menjadi tempat pusat

pertumbuhan ekonomi, industri dan berbagai aktivitas lainnya. Wilayah perkotaan pantai sangat rentan

terhadap perubahan lingkungan dan penerima dampak dari daratan. Hal ini karena letak wilayah pantai yang

berada diantara daratan dan lautan, dan adanya keterkaitan serta saling mempengaruhi antara ekosistem

daratan dan lautan. Daya dukung dan daya tampung wilayah perkotaan pantai sudah melampaui

kapasitasnya, 80% masyarakat perkotaan pantai masih relatif miskin, berpendidikan rendah dan sering

termarjinalisasikan (DKP, 2005).

<br />

 

<br />

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Pembangunan kawasan perkotaan pantai saat ini,

merupakan salah satu penyebab degradasi lingkungan fisik dan sosial, yang mengakibatkan

letidaksejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan". Penataan ruang yang diperuntukan bagi

kawasan perkotaan pantai, jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, mempunyai formula sebagai

berikut:

<br />

 

<br />

a. Ditinjau dari aspek berkelanjutan, penataan ruang = f (X,Y,Z)

Penataan ruang adalah fungsi dari (lingkungan, ekonomi, sosial)

Dimana:

<br />

 

<br />

X = Lingkungan, berupa keseimbangan ekosistem

<br />

Y= Ekonomi, berupa adanya kesempatan pekerjaan.

<br />

Z = Sosial, berupa teratasinya masalah kependudukan.
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<br />

 

<br />

b. Ditinjau dari aspek kawasan, keberlanjutan = f (P, Q)

Keberlanjutan adalah fungsi dari integrasi penataan ruang (kawasan daratan, pantai)

Dimana:

<br />

 

<br />

P= Penataan ruang di kawasan daratan

<br />

Q = Penataan ruang di kawasan pantai

<br />

 

<br />

Pertanyaan penelitian yang timbul dalam rangka pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan pantai

adalah: (i) Mengapa pembangunan di kawasan perkotaan pantai menyebabkan terjadinya degradasi

lingkungan fisik dan sosial; (ii) Tata ruang perkotaan pantai yang bagaimana, yang sesuai dengan

pembangunan berkelanjutan dan fokus pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat?.

<br />

 

<br />

Tujuan yang dirancang adalah untuk mengantisipasi tantangan dan prospek yang ada di masa mendatang,

sebagai berikut: (a) Menemukan kelemahan pembangunan di kawasan perkotaan pantai yang menyebabkan

terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial, yang pada akhirnya menyebabkan ketidak berlanjutan

(Lingkungan, Ekonomi & Sosial); (b) Menemukan dan menetapkan prinsip serta kriteria untuk penataan

ruang kawasan perkotaan pantai dalam pembangunan berkelanjutan, yang dapat membuat masyarakat strata

bawah dapat meningkatkan kesejahteraannya lahir dan batin (well being). Dalam penelitian ini diajukan

hipotesis sebagai berikut: Hipotesis 1: Pembangunan kawasan perkotaan pantai akan berkelanjutan jika

mengintegrasikan penataan ruang kawasan daratan dan pantai. Hipoesis 2: Penataan ruang kawasan

perkotaan pantai yang melibatkan partisipasi dan menampung aspirasi masyarakat, akan meningkatkan

kualitas kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk mengeksplorasi

dan mengembangkan teori/konsep yang sudah ada (Exploratory Research) dengan carapre-scriptif.

Sedangkan metoda penelitian yang dipilih adalah berupa gabungan antara penelitian metode kualitatif

(untuk ranah makna) dan penelitian metode kuantitatif (untuk ranah fakta).

<br />

 

<br />

Wilayah penelitian yang diambil adalah: Kecamatan Pulomerak sebagai lokasi yang sudah dikembangkan

(Desa Mekarsari, Desa Tamansari, Desa Margasari, dengan jumlah total responden 97 Kepala Keluarga

(KK). Sedangkan Kecamatan Bojonegara dipilih untuk lokasi yang akan dikembangkan (Desa Bojonegara,

Desa Margagiri, Desa Puloampel, dengan jumlah total responden 95 KK). Adanya pembangunan,



merupakan daya tarik internal bagi penduduk pendatang, karena Pulomerak-Bojonegara mempunyai fasilitas

pusat jasa, pusat perekonomian and simpul transportasi. Sedangkan daya tekan eksternal adalah berupa

kemiskinan dan pengangguran penduduk di luar kawasan. Pembangunan tersebut pada kenyataannya

menimbulkan degradasi, baik lingkungan fisik maupun sosial, berupa ketidaksejahteraan penduduk lokal.

<br />

 

<br />

Kerangka konsep penelitian ini adalah: Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan

mempertimbangkan aspek penduduk, tata ruang dan sumberdaya alam. Pada kawasan penelitian

pembangunan belum berkelanjutan, disebabkan oleh: tekanan jumlah penduduk (asli dan pendatang) yang

mempengaruhi ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung; kemudian tata ruang yang ada belum

dilaksanakan secara taat asas; sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Melalui studi kepustakaan,

dihimpun data tentang pembangunan perkotaan pantai, teori pengembangan wilayah, permasalahan

perkotaan pantai dan kemiskinan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Dynamic SWOT ( untuk

mengetahui konsep strategi wilayah), analisis kebijakan Analytical Hierarchi Process (AHP). Untuk

menganalisis daya dukung dan daya tampung, digunakan interpretasi superimposed data topografi berupa

peta Rupabumi digital 1:25.000, melalui program GIS. Sedangkan untuk mengetahui data profil

kependudukan diambil uji statistik dengan program Excell. Juga dilakukan observasi mendalam atas aspirasi

penduduk tentang kesulitan, keresahan dan harapan hidup. Analisis dan sintesis dari proses penelitian

tersebut di atas, diharapkan akan menemukan "Model Tata Ruang di Kawasan Perkotaan Patai dalam

Pembangunan Berkelanjutan". Untuk kawasan perkotaan pantai, teori pengembangan wilayah yang akan

dikembangkan adalah gabungan antara teori consensus planning, teori pola perkembangan lincar Branch;

dan teori pendekatan normatif von thurunen. Pengembangan teori yang dipelajari dari studi kepustakaan di

bidang kewilayahan/tata ruang, akan didasarkan pada Ecological Landscape Planning yaotu perencanaan

dengan pendekatan ekologis, yang mempunyai fokus pada tiga perspektif yaitu perencanaan dengan

pendekatan ekologis, yang mempunyai fokus pada tiga perspektif yaitu bio-fisik, masyarakat dan ekologi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan tata ruang berbasis lansekap ekologi

adalah perencanaan dengan menggabungkan subdisiplin ekologi dengan geografi, dengan penekanan pada

daya dukung dan daya tampung. Teori Lansekap Ekologi menekankan peran dan pengaruh manusia pada

struktur dan fungsi lansekap, serta bagaimana jalan keluar untuk merestorasi degredasi lansekap.

<br />

 

<br />

Tahapan penelitian dikembangkan dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut: hasil indikator

degradasi lingkungan, yang terdiri atas data erosi, sedimentasi, pencemaran dapat disimpulkan bahwa telah

terjadi degradasi lingkungan pada kawasan penelitian. Untuk mengetahui besarnya lokasi perubahan

penggunaan ruang/lahan, digunakan metoda GIS, yaitu dengan cara analisis superimposed dalam kurun

waktu 10 tahun (1992-1997-2002). Kemudian hasil superimposed ini dibandingkan dengan peraturan  yang

berlaku antara lain acuan pada Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.  Berkurangnya lahan

alamiah dan bertambahnya lingkungan buatan dari tahun 1992 s/d 2003, memperlihatkan adanya

pengawasan pembangunan yan tidak terkendali dan tata ruang yang ada belum memasukkan konsep

lingkungan hidup secara utuh, sehingga kepentingan pembangunan ekonomi lebih ditekankan dibanding



kepentingan atas perlindungan dan kelestarian alam. Dilihat dari hasil indikator penggunaan ruang dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan pada kawasan penelitian, dengan adanya penggunaan

ruang secara berlebihan, dan terjadinya konvensi hutan lindung menjadi daerah terbangun. Dilihat dari hasil

indikator kemiskinan, yang terdiri dari data indikator kemiskinan, Human Development Index (HDI),

Millennium Development Goals (MDGs), Partisipasi masyarakat dan aspirasi ibu rumah tangga dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi sosial pada kawasan penelitian. Analisis SWOT yang didasarkan

pada loika yang memaksimalkan kekuatan (stength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (treats). Untuk mengurangi terjadinya degradasi

lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial, serta untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan tata ruang

yang belum mendukung, maka diperlukan penyempurnaan atas kebijakan tata ruang yang ada (strategi W1-

T3). Hasil akhir kebijakan publik yang dipilih oleh para pakar melalui model AHP adalah kebijakan

penataan ruang dengan pendekatan : ekologi/holistik, daratan & pantai, dengan pelaku masyarakat/

stakeholders, ekosentrisme sebesar 38% (new paradigm), lebih diutamakan dibanding dengan kebijakan

ruang dengan pendekatan: mekanistik, daratan & pantai, pelaku pemerintah & industri swasta, biosentrisme

sebesar 35% (bussines as usual plus), dan kebijakan penataan ruang dengan pendekatan: mekanistik, bias

daratan, pelaku pemerintah, antroposentrisme sebesar 27% (bussines as usual). Perubahan kebijakan ini

tidak dapat dilakukan secara instant, melainkan harus secara bertahap.

<br />

 

<br />

Kesimpulan penelitian:

<br />

a. Kelemahan pembangunan di kawasan Perkotaan Pantai saat ini, yang menyebabkan terjadinya degradasi

lingkungan fisik dan sosial, karena belum mengintegrasikan penataan ruang kawasan daratan dan pantai, dan

pemerintah belum taat asas dalam perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunannya.

<br />

b. Prinsip penataan ruang di kawasan perkotaan pantai adalah dengan menggunakan perencanaan tata ruang

berbasis Lansekap Ekologi, yaitu perencanaan dengan menggabungkan subdisiplin ekologi dengan geografi,

dengan penekanan pada daya dukung dan daya tampung.

<br />

c. Kriteria penataan ruang di kawasan perkotaan pantai adalah berdasarkan keberpihakan pada lingkungan

yang pengembangannya menggunakan etika lingkungan ekosentrisme, dengan memusatkan etika pada

seluruh komunitas ekologi, keberpihakan pada ekonomi kemasyarakatan, dengan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang ditujukkan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat ; keberpihakan pada

keadilan sosial.

<br />

d. UU Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, perlu disempurnakan karena: () Bias pemerintah

(seharunya perpihak pada pemerintah, pengusaha dan masyarakat sebagai kesatuan stakeholders), (ii) Bias

kota (seharusnya dengan pendekatan perkotaan dan pedesaan), (iii) Bias daratan (seharusnya dengan

pendekatan daratan, lautan dan udara), (iv) Belum menerapkan sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan

penataan ruang di lapangan.

<br />



e. Perencanaan tata ruang yang ada cukup baik sebagai payung normatif, namun untuk rencana detail tata

ruang (RDTR) seperti yang digunakan di kota bojonegara perlu disempurnakan, khususnya peruntukan bagi

kawasan pantai.

<br />

f. Degradasi lingkungan fisik dan sosial yang terjadi, disebabkan aparat pemerintah tidak taat asas dalam

melaksanakan tata ruang di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang.

<br />

g. Kemiskinan di kawasan penelitian terjadi karena pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi, lebih

berpihak pada pelaku ekonomi (elit pengusaha), dibanding dengan berpihak pada masyarakat umum,

termasuk petani dan nelayan.

<br />

h. Penetapan kebijakan baru dalam penataan ruang perkotaan pantai: yaitu model proses penataan ruang

kawasan perkotaan pantai.

<br />

 

<br />

Saran penelitian

<br />

a. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian "Model Proses Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pantai"

sebagai konsep baru, harus disertai dengan tatanan baru pada proses pembuatan kebijakan dan kelembagaan

penataan ruang Kebijakan berbasis bottom-up approach akan memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan

tersebut di lapangan. Sedangkan kelembagaannya dapat dikembangkan BKTRD) Badan Koordinasi Tata

Ruang Daerah), yang secara normatif sebagai perwakilan BKTRN di pusat, namun mempunyai kewenangan

otorisasi di daerah.

<br />

b. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, tidak sekedar tataran peraturan dan konsep, namun

lebih kearah kemauan politik dan budaya. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk penataan ruang

dalam pembangunan berkelanjutan, fokus pada pendekatan partisipasi politik (political Participation) dan

pendekatan budaya (Cultural Vibrancy).


